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PERATURVN DAERAH PROPINSI SUMA fERA I.JTAR4

NOMOR TAHUN 20027

TENTANG

RETRIBUSi PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GimmmSIJMATERA UTARA

9tenimbang : a. bahwa angkutan barang sebagaimana halnya dengan angkutan lainnya
mempunyai peranan • yang sang&t peming dan strategic dalam
memenuhi kebutuhnn pokok ;nai.yarakat, mempeilancar roda
perekonomian serla dapat berpengaruh ierhadap semua aspek
kehidupan Bangsa dan Negara. Dengan kedudukan dan peranannya
yang demikian maka sudah selayaknya Pemerintah meiaksanakan
Pembmaan, Pengendalian dan Pengawasan yang ditujukan untuk
kesetamatan, keamanan, fcepentingan umum serta mengeruii hak
kewajiban dan tanggung jawab para penytxlia jasa angkutan Ierhadap
kerugian akibat penyelenggaraan angkutan barang, sehingga
penyelenggaraan angkutan barang tertib dan teratur, berhasii guna dan
berdaya guna.

b babvva dengan diteititkaimya Undang-Undapg Nomor 22 Tahun 1999
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka Propinsi
sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dibidang
Perhubungan antara lain mengenai perizinan, pelayanan danpcngendalian kelebihan muatan penetapan staixiar bates maksimum
muatan dan beral keiularaan pengangkuian barang.

c. bahwa berdasaikan pcttimbangan settegmmana dimaksud dalam huruf
a dan b dialas, maka dipandang perlu pengaturan tentang Retribust
Penyelenggaraan Angkutan Barang dilakMnakan dan diatur dengan
Peraturan Daerah.

ivlengirigat : l . Undang -Undang Numor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan PembentukanPropinsi Sumatera Lftara (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LembaraNegara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor
3186).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lcmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209).

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Ixmbaran Negara Nomor 3480).

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun|999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara .Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LembaranNegara Nomor 3839).

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
fCeuangan antara Pcraeritflah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

\
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7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139).

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan
bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70 ).

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001
tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
c. Kepala Daerah adalah Gubemur Sumatera Utara.
d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara.
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera

Utara.
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f. Unit Pelaksana Penitnbangan Kendaraan Bermotor selanjutnya
disebut UPPKB adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan, yang
dapat dipasang secara tetap dan/atau dipindah-pindahkan yang
dipergunakan untuk melakukan pengawasan terhadap berat
kendaraan bermotor beserta muatannya.

g. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk
Lain Lintas Umum.

h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

i. Angkutan Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dipergunakan untuk mengangkut barang umum , bahan berbahaya,
barang khususatau tangki, peti kemas dan alat berat .

j. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya,
barang khusus, peti kemas dan alat berat.

k. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena
sifatnya dan ciri khasnya serta keadaannya merupakan barang yang
berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap
kft«»lamatan manusia dan makhlnk hidup lainnya.

l. Barang khusus adalah yang karena sifatnya dan bentuknya harus
dimuat dengan cara khusus.

m. Peti Kemas adalah peti kemas sebagaimana dimaksudkan
International Standard Organization ( ISO ) yang dapat dioperasikan
di Indonesia.

n. Alat berat adalah barang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah
sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu
Terberat ( MST ) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum
yang telah ditetapkan.

o. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk Buku berisi
Data dan Legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib
uji-p. Daya angkut yang diizinkan adalah daya angkut yang tertera pada
Buku Uji .

q. Kelebihan muatan adalah kelebihan muatan maksimum 40 %
( empat puluh persen ) dari daya angkut yang diizinkan dengan atau
tanpa izin dispensasi.

r. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

s. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk tetap
serta bentuk usaha lainnya.

t. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

u. Retribusi lainnya adalah Retribusi selain dari jenis retribusi jasa
umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu yang dapat ditetapkan
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam Undang-Undang.

v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi.
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w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , selanjutnya disebut SKRD adalah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya pokok
Retribusi.

x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ketempat bun yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

y. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besamya
Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

z. Petugas pemungut retribusi yang selanjutnya disebut petugas
pemungut adalah Pegawai Dinas yang dihunjuk oleh Kepala Dinas.

aa. Izin Dispensasi adalah Izin yang diberikan kepada angkutan barang
yang dipergunakan mengangkut barang umum, bahan berbahaya,
barang khusus dan peti kemas untuk dapat mengangkut lebih muatan
sebanyak 20 % ( dua puluh persen ) dari days angkut yang diizinkan.

bb. Izin angkutan bahan berbahaya adalah izin yang diberikan kepada
angkutan barang untuk mengangkut bahan berbahaya.

cc. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada angkutan barang
untuk mengangkut alat berat.

dd. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan utmuk mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

ee. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang teijadi serta menentukan
tersangkanya.

fF. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfeatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB n
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai
pengganti biaya administrasi, biaya pelayanan, pengendalian dan pengawasan atas
pemanfaatan sarana jalan guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Setiap angkutan barang wajib ditimbang pada UPPKB.
(2) Setiap angkutan barang yang mengangkut bahan berbahaya dan alat berat wajib

memiliki izin tertulis sesuai yang ditentukan dalam Perda ini yang diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Gubemur.

(3) Setiap angkutan barang yang mengangkut peti kemas wajib mempergunakan
kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut peti kemas.

(4) Setiap angkutan barang dapat diberikan izin dispensasi sampai batas maksimum
20% dari daya angkut yang diizinkan,akan tetapi apabila temyata kelebihan muatan
mencapai 40 %, maka kelebihan muatan 21 % sampai dengan 40% dikenakan
denda.
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(5) Kelebihan muatan yang melebihi 40 % (empat puluh persen) dari daya angkut
yang diizinkan harus diturunkan dengan resiko menjadi tanggungjawab pengemudi
dan/atau pemilik angkutan barang.

Pasal 4

Objek Retribusi penyelenggaraan angkutan barang terdiri dari :
a. Izin dispensasi.
b. Izin Angkutan bahan berbahaya.
c. Izin Insidentil.
d. Kelebihan muatan.

Pasal 5

Angkutan barang yang mengangkut barang-barang milik Pemerintah dan / atau untuk
kepentingan Instansi Pemerintah tidak termasuk objek Retribusi.

Pasal 6

Subjek retribusi penyelenggaraan angkutan barang adaiah orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan izin dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN DAN WILAYAH
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Retribusi penyelenggaraan angkutan barang digolongkan kepada jenis retribusi
lainnya.

(2) Wilayah pemungutan retribusi penyelenggaraan angkutan barang seluruhnya
berada didaerah .

BABIY
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

(1) Tingkat penggunaan jasa pungutan retribusi izin dispensasi diukur berdasarkan
kelebihan muatan yang diizinkan.

(2) Tingkat penggunaan jasa pungutan retribusi izin angkutan bahan berbahaya diukur
berdasarkan sifat dan ciri khas barang yang diangkut

(3) Tingkat pen^unaanjasa pungutan retribusi izin insidentil diukur berdasarkan sifat
barang yang diangkut

(4) Tingkat penggunaan jasa pungutan retribusi kelebihan muatan diukur berdasarkan
jumlah kelebihan muatan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Prinsip yang dianut dalam f«netapan l«samya tarif retribusi didasarkan tepada tujuan
untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
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Pasal 10

Struktur dan besamya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
1. Izin dispensasi dengan wiiayah pendaftaran dalam Daerah:

a. Dayaangkutdari 3000 kg s/d 5000 kg ,....
b. Daya angkut dari 5001 kg s/d 10.000 kg
c. Daya angkut dari 10.001 kg atau lebih

Rp. 200.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 400.000,-

2. Izin dispensasi dengan wiiayah pendaftaran diluar Daerah .
a. Daya angkut dari 3000 kg s/d 5000 kg
b. Daya angkut dari 5001 kg s/d 10.000 kg
c. Daya angkut dari 10.001 kg atau lebih

Rp. 200.000,-
Rp. 400.000,-
Rp. 600.000,-

3. Izin angkutan bahan berbahaya :
a. dengan wiiayah pendaftaran dalam Daerah
b. dengan wiiayah pendaftaran diluar Daerah .

Rp. 300.000,-
Rp. 500.000,-

4. Izin Insidentil :
a. dengan wiiayah pendaftaran dalam Daerah
b. dengan wiiayah pendaftaran diluar Daerah

Rp. 300.000,-
Rp. 500.000,-

5. Kelebihan muatan Rp. 50.000,- / Ton.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

(1) Izin dispensasi dan izin angkutan bahan berbahaya berlaku selama 6 ( enam ) bulan.
(2) Izin insidentil berlaku untuk 1 ( satu ) kali peqalanan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam pemberian izin sebagaimana dimaksud

dalam ayat (l) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
(2) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Tata cam pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
UANG PERANGSANG

Pasal 14

(1) Kepada petugas pemungut retribusi penyelenggaraan angkutan barang diberikan
uang perangsang sebesar 5 % ( lima persen ) dari realisasi penerimaan retribusi .

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

I
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BAB DC

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat menunjukkan izin angkutan bahan berbahaya
dan/atau izin insidentil dilarang melanjutkan peijalanan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tugas
dan tanggungjawab Kepala Dinas.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan
Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah ).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) arlalah pelanggaran

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah.

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut.
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tugaspeIak5anaanmeminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
menyuruh
ruangan
dan raeseri

f.

meningga1kan
berlanqsung

dibawa

berhenti dan/atau melarang reseorang
atau tempat pad saat pemeriksaan sedang

sa identitas orang atau dokumen yang

Q -
aebagaifflE: a dimaksud pada butir e. Pasal ini.
memotret tindak pxdanadenganherkaitanh, seaeorang
Retribusi Daerah.

yang

untuk didengar keterangannya dan diperiksamemangqil orang
sebaqai tersangka atau saksi.
menghentikan penyidikan.
melakukan tindakan yang perlu untuk
tindak pidana Retribusi Daerah menurut
dipertanggungjawabkan.

i.

keIancaran penyidikan
hukum yang dapat

k.

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(3)

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
CD Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini make. ketentuan yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku
laqi.
Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

diatur(2)

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 September 2002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dto

T.RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
pada, tanggal 4 - 1? - 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

O^-s.H.MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAHA MADYA
NIP. 010072012.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2002 N0M0R 52
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSISUMATERA UTARA
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSIPENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan angkutan barang memiiiki posisi yang periling dan strategis
untuk memenuhi kebutuhan akan jasa angkutan barang dari dan keseluruh pelosok
tanah air bahkan dari dan keluar negeri. Disamping itu juga berperan sebagai
penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan daerah dan meningkatkan
pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.Disisi lain penyelenggaraan angkutan
barang apabila tidak ditata dengan baik, tertib dan teralnr akan berdampak terhadap
keselamatan dan kepentingan masyarakat umum.

Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan
Angkutan Barang yang ada saat ini tidak dapat mengadaptasi perkembangan zaman.
Dengan demikian Jembatan Timbang/UPPKB ^bagai alat pengawasan strategis
untuk melakukan pembinaan terhadap penvelenggara Angkutan Barang harus
dimaksimalkan pemanfaatannya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah seba^iimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, menjadi peluang bagi Propinsi untuk membuat
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Barang dalam
rangka pengendalian dan pengawasan atas penggunaan jalan agar selalu terpelihara
dan terawat. Dengan demikian diharapkan Penyelenggaraan Angkutan Barang di
jalan dapat berjalan secara tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa!1 huruf a s/d ff Cukupjelas

Pasal 2 Cukupjelas

Pasal 3 ayat (1) Termasuk pengertian setiap Angkutan
barang adalah mobil tangki dan angkutan
peti kemas.

Pasal 3 ayat (2) s/d ayat(4) Cukupjelas

ayat (5) Keiebihan muatan adalah melebihi 41 %
(empat puluh satu persen) dan
seterusnya.
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Pasal 4 ayat (l ) huruf a Cukup jelas

huruf b Cukup jelas

huruf c Cukup jelas

huruf d Kelebihan muatan maksimum 40 %
(empat puluh persen) adalah 0 % (nol
persen) sampai 40 % (empat puluh
persen).

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 nomor 1s/d 4 Diluar Daerah adalah angkutan barang
dengan pendaftaran Surat Tanda
Kenderaan Bermotor diluar Daerah
Propinsi Sumatera Utara.

nomor 5 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 ayat (l) Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi
tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Namun, dalam pengertian ini
bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah
tidak boleh bekeija sama dengan pihak
ketiga. Dengan sangat selektif dalam
proses pemungutan retribusi Pemerintah
Daerah dapat mengajak bekeija sama
badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya
untuk ikut melaksanakan sebagian tugas
pemungutan jenis retribusi secara lebih
efisien. Kegiatan pemungutan retribusi
yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
pihak ke tiga adalah kegiatan
penghitungan besamya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran
retribusi,dan penagihan retribusi.

ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen lain
yang dipersamakan, antara lain berupa
karcis masuk, kupon dan kartu
langganan.


